





1.1 Latar Belakang  
Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat 
dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. 
Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan, 
baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan sistem 
pemerintahan. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak 
merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak 
sangat dibutuhkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta 
sarana dan prasarana umum. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 
negara, karena dengan pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Besarnya peran pajak dalam 
memberikan kontribusi bagi negara diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap 
tahunnya. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan 
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan 
antusias dari para wajib pajak sendiri (Friskianti dan Handayani, 2014). 
Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat 
yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang 
berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) 
 
 
secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. 
Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan 
non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea 
cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya.  
Dari pengertian pajak tersebut terlihat jelas menunjukkan bahwa pajak 
mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu 
pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat), dan pihak satu lagi 
(pemerintah) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal 
balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa timbal balik dan 
pemerataan pembangunan yang belum maksimal ini menyebabkan para wajib pajak 
(pembayar pajak) mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan 
dibayarkan kepada negara. 
Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus, yang sudah 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan hingga 31 
Desember 2014 mencapai 76,10 persen. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak yang 
menyampaikan SPT tahunan sebesar 31.669 wajib pajak dari jumlah wajib pajak 
yang menyampaikan SPT. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT 
masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang mencapai 76,7 persen, 
sedangkan wajib pajak badan 66,29 persen. 
 
 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus hingga Mei 2016 berhasil 
merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 527 miliar, angka ini setara dengan 31 
persen dari target penerimaan pajak 2016 yang bernilai sebesar Rp 1,7 triliun. Ribuan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus, 50 persen belum 
melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala KPP Pratama 
Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengatakan tingkat kesadaran dan 
kepatuhan UMKM untuk membayar pajak masih rendah. Di Kabupaten Kudus, 
jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebesar 5.963 unit. Namun yang 
sudah taat membayar pajak sekitar 3.499 unit UMKM atau 58,67 persen (Azma, 
2017). 
Sebagian besar rakyat tidak akan bisa menikmati kewajibannya membayar 
pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang 
merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai 
pemerintahan. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut 
berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah merupakan 
tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi 
masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional. 
Kondisi seperti ini yang mendorong wajib pajak untuk melakukan praktik 
penggelapan pajak, yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. 
Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari 
kewaajibannya untuk menyetorkan pajak.  
 
 
Perencanaan pajak (tax planning) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban 
pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu, 
penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Meskipun 
memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama mengurangi beban pajak yang 
dibayarkan, namun kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut 
Mardiasmo (2009), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha 
meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Tapi 
pada kenyataannya terdapat kesulitan pada penerapan tax avoidance yang membuat 
para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (tax evasion). 
Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan perbuatan yang melanggar undang-
undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatannya yang 
sebenarnya (Siahaan, 2010)  
Faktor utama yang menjadikan wajib pajak memilih tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion) daripada penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu karena untuk 
melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta 
berkompeten dalam bidangnya dimana mereka mengetahui semua peraturan 
perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang bisa 
ditembus untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tanpa melanggar 
peraturan yang ada. Biasanya hal ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa 
konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk 
 
 
melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun hal tersebut 
merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. 
Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap pada akhir-akhir ini 
yang banyak dilakukan oleh wajib pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari 
begitu banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul di media massa. Motif yang 
dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan 
jumlah uang yang diselewengkan mempunyai nilai yang sangat besar. Adapula 
perlakuan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, 
pemahaman pajak yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal, teknologi 
perpajakan yang kurang memadahi, dan sanksi yang tidak dapat menimbulkan efek 
jera bagi wajib pajak sehingga timbul peluang untuk melakukan penggelapan pajak.  
Sudah banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Hal ini 
terbukti dengan munculnya kasus penggelapan pajak yang sering dilakukan oleh 
petugas pajak ataupun wajib pajak. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang 
terjadi di Indonesia dijelaskan sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
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Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, hal ini dapat memunculkan 
pemikiran negatif tentang pajak, dan mengakibatkan masyarakat malas untuk 
melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat 
kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena 
khawatir pajak yang sudah mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum 
perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Reaksi ini timbul sebagai 
bentuk dari perlawanan sosial dari publik untuk melawan rasa ketidakadilan dan 
kepercayaan terhadap pengelola negara. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap 
petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak 
yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang 
mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak. Keengganan 
masyarakat dalam membayar pajak ini didasari oleh kasus penggelapan dana pajak 
atau takut jika dana pajak yang mereka setorkan dikorupsi oleh pegawai pajak.  
Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak ini 
dapat dilihat dari adanya upaya pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib 
pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak sesuai, 
 
 
dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan 
yang dilakukan dengan petugas pajak. 
Banyak faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hasil penelitian Utami 
dan Helmy (2016)  menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh tarif 
pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem. Hasil penelitian Friskianti 
dan Handayani (2014) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh self 
assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada 
pihak fiskus. Hasil penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa 
penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, 
kecurangan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Hasil penelitian Salam dan 
Rahim (2016) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh ketentuan 
tarif pajak badan, ketepatan pemanfataan pajak dan sanksi pajak. Hasil penelitian 
Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi 
oleh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian Tobing, dkk 
(2015) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak, 
kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi pajak, dan 
tarif pajak. Hasil penelitian Felicia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa 
penggelapan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif 
pajak. Hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menunjukkan bahwa 
penggelapan pajak dipengaruhi oleh Keadilan, Sistem perpajakan, dan diskriminasi. 
Hasil penelitian Permatasari dan Laksito (2013) menunjukkan bahwa penggelapan 
 
 
pajak dipengaruhi oleh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan 
sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Hasil 
penelitian Rachmadi (2014) menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi atas 
perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, pelayanan 
aparat pajak, dan sanksi perpajakan. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 
Helmy (2016) adalah adanya penambahan variabel ketidakpercayaan kepada pihak 
fiskus dan sanksi pajak yang mempengaruhi penggelapan pajak. Dalam penelitian ini 
variabel independen yang digunakan yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi 
perpajakan, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dan sanksi pajak. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Helmy (2016) menggunakan 
variabel independenyang digunakan adalah tarif pajak, teknologi informasi 
perpajakan dan keadilan sistem. Alasan menambahkan variabel ketidakpercayaan 
kepada pihak fiskus karena kurangnya rasa kepercayaan kepada fiskus, hal ini 
ditimbulkan banyak kasus penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh fiskus 
sehingga semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus maka tindakan 
penggelapan pajak semakin tinggi. Penambahan variabel selanjutnya yaitu sanksi 
pajak, karena penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan hukuman positif 
kepada wajib pajak yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak 
sehingga semakin tinggi sanksi pajak maka tindakan penggelapan pajak semakin 
rendah. Alasan penambahan variabel tersebut dikarenakan adanya keragaman 
 
 
argumentasi hasil penelitian yang ada  dan adanya kesenjangan antara teori dengan 
kenyataan yang terjadi. 
Perbedaan lainnya dalam penelitian ini yaitu mengenai sampel penelitian. 
Sampel penelitian Utami dan Helmy (2016) adalah wajib pajak PPh orang pribadi 
yang melakukan usaha yang berada di Kota Padang. Sedangkan sampel penelitian ini 
adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus. 
Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengadakan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem, 
Ketidapercayaan Kepada Pihak Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap 
Penggelapan Pajak (Studi pada Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kabupaten 
Kudus).” 
1.2 Ruang Lingkup  
Penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami 
serta untuk menghindari salah tafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. 
Adapun ruang lingkup dalam penelitian sebagi berikut: 
1. Objek penelitian adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus. 




3. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi, tarif pajak, teknologi dan 
informasi perpajakan, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus 
dan sanksi pajak. 
1.3 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak? 
2. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak? 
3. Apakah keadilan sistem berpengaruh terhadap penggelapan pajak? 
4. Apakah ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak? 
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak? 
 
1.4 Tujuan penelitian 
Tujuan dalam penelitian adalah hal pokok yang harus ada dan ditetapkan 
terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 




2. Untuk menguji apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh 
terhadap penggelapan pajak. 
3. Untuk menguji apakah keadilan sistem berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak. 
4. Untuk menguji apakah ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap 
penggelapan pajak. 
5. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan 
pajak. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 
maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Untuk KPP diharapkan dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan 
pemahaman tentang tarif pajak, penggunaan teknologi dan informasi 
perpajakan, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, dan 
sanksi pajak dengan cara melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan serta 
melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. 
2. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 
memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. 
3. Bagi Kalangan Akademis 
 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk 
menambah pengetahuan mengenai pengaruh tarif pajak, tekonologi dan 
informasi perpajakan, keadilan sistem, ketidakpercayaan kepada pihak 
fiskus, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor 
lain dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap 
tindakan penggelapan pajak. 
 
